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Skripsi ini berjudul Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak
Dibawah Umur Diwilayah Polres  Jeneponto yang bertujuan 1) Untuk mengetahui
faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh
anak di bawah umur.2) Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur. 3) Untuk
mengetahui upaya dan peran aparat kepolisian dalam menanggulangi pelangaran lalu
lintas yang di lakukan anak dibawah umur
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan
antara Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Adapun sumber
data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini
tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer
yang bersumber dari Polres Jeneponto.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang
dilakukan oleh anak dibawah umur masih sering terjadi dan faktor-faktor yang
menyebabkan tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah
umur yaitu faktor keluarga, faktor pendidikan, dan sekolah dan faktor pergaulan atau
lingkungan, dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas
yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu pembiaran terhadap pelanggaran,
penindakan yang tidak maksimal, dan penindakan maksimal. Kemudian upaya yang
dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain upaya preventif yaitu melakukan
sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas dan upaya represif yaitu untuk menindak
langsung anak dibawah umur yang melakukan pelangaran lalu lintas dan berguna
untuk memberi efek jerah terhadap anak sekolah yang melakukan pelanggaran.
Implikasi penelitian antara lain 1). Perlunya dilakukan penyuluhan atau
sosialisasi kepada anak sekolah yang berkaitan dengan aturan-aturan lalu lintas agar
tidak ada lagi kasus pelanggaran lalu lintas yang dialkukan oleh anak dibawah umur
di kota jeneponto dan tercipta tertib dalam berlalu lintas mengenai prosedur yang
safety dalam berlalu lintas. 2). Kiranya hakim yang menangani perkara anak dalam
memutus perkara terhadap anak dapat melihat kepentingan sang anak berdasarkan
segi keadilan dan kemanusiaan. 3). Peranan orang tua sangat penting di dalam
perkembangan anak olehnya itu orang tua seharusnya melakukan pengawasan yang
lebih oleh anak apabila mengendarai kendaraan dan memperhatikan segala kegiatan
anak terutama dalam suasana lingkungan yang berada disekitarnya. Selain itu sangat
perlu bagi orang tua memberikan wawasan kepada anak mengenai berlalu lintas




Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam
waktu lama. Mereka selalu ingin bergerak, berpindah, dan melakukan aktivitas.
Dimasa modern, aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang
memudahkan pergerakan tiap individu. Teknologi tersebut merupakan kendaraan
bermotor ditemukan sebagai alat transportasi maka manusia tidak perlu repot
kepanasan atau kehujanan ketika bepergian. Waktu tempuh menjadi singkat dan
menjadi lebih menyenangkan.Meskipun membawa sejumlah keuntungan,
kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya
penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah
kecelakaan lalu lintas. Di Negara berkembang seperti indonesia, kesadaran tertib
di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan pelanggaran yan dilakukan
pengguna jalan terutama pengendara motor dan mobil misalnya berjalan melawan
arah, menerobos lampu merah dan tidak menggunakan helm, hal inilah
merupakan pemicu terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas.
Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum
terjadi di kota-kota besar di Negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan
ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang
mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu
lintas kendaraan yang beraneka ragam dan pertambahan jumlah kendaraan yang
2lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan prasarana jalan yang
mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu
lintas.Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di Negara berkembang
dan Negara maju. Angka kematian menurut WHO telah mencapai 1.170.694
orang di seluruh dunia. Jumlah ini setara dengan 2,2% dari seluruh jumlah
kematian di dunia dan mencapai urutan kesembilan dari sepuluh penyebab
kematian.1
Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23
undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang
mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin
mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII,
yaitu Pasal 7, pada pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai
penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM
B II, SIM C, dan SIM D.2
Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya
problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran
yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran
rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat
menganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan
alat transportasi.
1http//:id.Wikipedia.org/wiki/Kecelakaan Lalu Lintas.diakses pada tanggal 09 november
2016 pukul 22.15
2Republik Indonesia, undang-undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
3Penyebabnya terdapat pada faktor-faktor seperti pengemudi maupun
pemakai jalan yang lainnya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang
tidak memenuhi syarat, rambu-rambu lalu lintas yang tidak jelas, dan lain
sebagainya. Jalan raya misalnya, merupakan suatu sarana bagi manusia untuk
mengadakan hubungan antar tempat, dengan mempergunakan berbagai jenis
kendaraan baik yang bermotor maupun tidak. Jalan raya mempunyai peranan
penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan
hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan
raya telah berusaha sekuat tenaga untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas.
Berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan,
kualitas kendaraan dan jalan raya ditingkatkan, serta bermacam-macam kegiatan
dilakukan untuk menjaga jangan sampai jatuh korban maupun kemerosotan
materi.Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu
kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi
masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalah-
masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas,
pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran
lingkungan. Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak
pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batas-
batas yang wajar, namun mungkin dalam batas waktu yang relatif pendek. Di
samping itu mungkin gerakan kendaraan berhenti sama sekali atau mandeg.
4Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai
pencegah (politie toezicht) dan sebagai penindak (politie dwang) dalam fungsi
politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya,
pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi
dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan
atau begunstiging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).3
Walau demikian kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang
dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal
tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang
melakukan hal itu. Di dalam menghadapi konflik, maka seseorang biasanya
melakukan apa yang disebut displacement yang berwujud sebagai pengalihan
sasaran perilaku agresif. Kekhawatiran timbul sebagai akibat dari perasaan akan
adanya bahaya dari luar, yang kadang-kadang hanya merupakan anggapan saja
dari yang bersangkutan. Tidak jarang manusia mempergunakan mekanisme
pertahanannya untuk mengatasi rasa khawatirnya itu, seperti misalnya acting out
yakni individu yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan impulsif.
Perilaku semacam ini dapat terjadi pada pengemudi, yang kemudian mengendarai
kendaraannya secara liar.
Namun demikian tidaklah berlebih-lebihan untuk mengemukakan
beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman akan
lebih efisien. Cara yang lazim disebutkan periodic reinforcement (penguatan
3Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial,
(Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989), h. 58
5periodik) atau partial reinforcement (penguatan sebagian). Cara ini diterapkan
apabila terhadap perilaku tertentu, tidak selalu diberi imbalan atau dijatuhi
hukuman. Kalau seorang pengemudi sudah terbiasakan menjalani rute jalan raya
tertentu, maka ada kecenderungan untuk melebihi kecepatan maksimal. Hal itu
disebabkan oleh karena pengemudi menganggap dirinya telah mengenal bagian
dari jalan raya tersebut dengan baik. Kalau pada tempat-tempat tertentu dari jalan
tersebut ditempatkan petugas patroli jalan raya, maka dia tidak mempunyai
kesempatan untuk melanggar batas maksimal kecepatan. Akan tetapi apabila
penempatan petugas dilakukan secara tetap, maka pengemudi mengetahui kapan
dia harus mematuhi peraturan dan bilamana dia dapat melanggar ketentuan-
ketentuan tersebut. Dengan menerapkan cara periodic reinforcement, maka ingin
ditimbulkan kesan pada pengemudi bahwa di mana-mana ada petugas, sehingga
dia akan lebih berhati-hati di dalam mengemudikan kendaraannya, kalaupun
petugas kadang-kadang ditempatkan di jalan raya tersebut ada kesan bahwa
petugas itu selalu ada di situ.Cara ini bertujuan untuk menghasilkan pengemudi
yang berperilaku baik. Cara kedua biasanya disebut conspicuous enforcement,
yang biasanya bertujuan untuk mencegah pengemudi mengendarai kendaraan
secara membahayakan. Dengan cara ini dimaksudkan sebagai cara untuk
menempatkan mobil polisi atau sarana lainnya secara menyolok, sehingga
pengemudi melihatnya dengan sejelas mungkin. Hal ini biasanya akan dapat
mencegah seseorang untuk melanggar peraturan. “Cara ini bertujuan untuk
menjaga keselamatan jiwa manusia dan sudah tentu, bahwa kedua cara tersebut
memerlukan fasilitas yang cukup dan tenaga manusia yang mampu serta terampil.
6Di jaman sekarang ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan
pelanggaran lalu lintas tetapi juga anak sekolah yang masih di bawah umur,
tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih rendah terlihat dari data
Kepolisian bahwa masih tingginya jumlah pelajar SMP dan SMA yang melanggar
lalu lintas sepanjang tahun 2016 di kota Jeneponto. Menyikapi persoalan ini orang
tua seharusnya menjadi dominan, dalam banyak kasus kita dapati begitu
mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak mereka mengendarai kendaraan dan
tidak terbatas di lingkungan dimana si anak tinggal. Tapi juga membolehkan
membawa kendaraan sekolah, padahal jika ditinjau dari segi apapun adalah tidak
dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan karena mereka belum cukup
umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM).Semestinya para bapak
ibu guru tegas dalam menyikapi masalah tersebut bahwa jika ada siswa siswi yang
tidak mematuhi peraturan sekolah akan dikenakan sanksi atau perlu membentuk
tim khusus dengan aparat Kepolisian untuk memantau aturan yang dikeluarkan
oleh pihak sekolah. Tindak nyata lainnya yang bisa dilakukan mengumumkan
melalui media siswa sekolah pelanggar lalu lintas terbanyak.
Berdasarkan data Satuan Lalu Lintas Polres Jeneponto, menunjukkan,
sepanjang tahun 2015 telah terjadi 30 kasus kecelakaan lalu lintas. Kasus tersebut
merengut 10 korban jiwa. Kerugian materil mencapai ratusan juta rupiah. Dibalik
data itu, ada fakta yang cukup mencengangkan. Sedang sampai April 2015, 8
kasus laka lantas yang merengut korban jiwa itu melibatkan anak-anak dibawah
umur. Dari seluruh kasus tersebut, pelanggaran umumnya berupa balapan liar dan
7pengendara tidak memiliki kelengkapan kendaraan.4Kepala Satuan Lalu Lintas
Kepolisian Kota Besar (Polres Jeneponto), mengatakan salah satu pemicu
maraknya pelanggaran dan kejadian kecelakaan oleh anak-anak di jalan
disebabkan minimnya kepedulian orang tua terhadap anak.Dalam hal ini kita bisa
melihat contoh kasus tabrakan Honda Jazz melibatkan anak di bawah umur di
Jalan Daeng Tata Kelara Jeneponto waktu lalu. Saat itu orang tua si anak tidak
tahu anaknya mengambil untuk dikendarai. Jadi ini bukan soal kenakalan anak-
anak saja melainkan orang tua melakukan pengawasan yang lebih kepada
anaknya.5
Indonesia merupakan Negara hukum yang dimana salah satu hukumnya
yaitu hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta
penghukuman atasnya, di muat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (
KUHPidana ). Selain itu juga kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak
telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang
Pengadilan Anak, dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan
hak-hak , yaitu dengan ditetapkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu tindakan kenakalan yang dilakukan
anak perlu mendapat pengkajian dan perhatian yang serius, sehingga pemberian
sanksi tidak meninggalkan aspek pembinaan, dan dari sisi lainnya tidak melanggar
perlindungan hak-hak asasi anak. Dalam Islam dijelaskan betapa pentingnya
4http://rakyatsulsel.com/saban-malam-geng-motor-kian-meresahkan-3-selesai.html
diakses pada tanggal 13 Juni 2017
5http://www.scribd.com/doc/165014786/Tujuan-Hukum-Studi-Kasus-Pelanggaran-Lalu-
Lintas diakses pada tanggal 13 Juni 2017
8menjaga dan mendidik anak, karena anak merupakan Amanah yang diberiakan
oleh Allah kepada setiap manusia yang dikehendakinya.
Dalam Al-Quran Allah menjaskan bahwa orang-orang yang mengaku
beriman kepada Allah maka hendaklah mentaati Allah dan Rasulnya, dan Ulil
Amri atau pemimpi. Pemimpin yang dimaksud disini adalah pemerintah
sebagaimana yang dijelskan dalam firman Allah QS.An-Nisa/4:59:
                                
                              
Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah
(Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”6
Ayat diatas membahas perihal pemimpin dan perintah bagi mereka untuk
menunaikan amanat, begitu juga menetapkan hukum diantara manusia dengan
adil. Ayat ini ditunjukkan untuk rakyat, pertama-tama diperintah untuk taat
6Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan (Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar,
2009).h.123
9kepada Allah SWT yaitu dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan
menjauhi segala larangannya, lalu taat kepada rasul nya dengan apa-apa yang di
perintah dan dilarang, kemudian taat kepada ulil amri, sesuai pendapat mayoritas
ulama, seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan selainmereka.7
Hukum itu bukanlah suatu hal yang statis, hukum dari waktu ke waktu
senantiasa mengalami perkembangan. Hal ini merupakan suatu konsekuensi logis
dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan hukum itu sendiri dipengaruhi oleh
faktor. Hukum yang ada sekarang ini tidak muncul secara tiba-tiba begitu saja,
melainkan merupakan hasil dari suatu perkembangan tersendiri, maka yang
dimaksudkan adalah bahwa terdapat hubungan yang erat dan timbal balik antara
hukum dengan masyarakat. Hal tersebut memang seharusnya terjadi demikian
karena bagaimana pun juga keberadaan hukum terutama ada di masyarakat.
Achmad Ali menyatakan bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau
aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan
apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam
kehidupan bermasyarakat, yang bersumber dari masyarakat sendiri maupun dari
sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat
tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai suatu
keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan
memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang
sifatnya eksternal.Setelah mengetahui pengertian dari dua kata di atas, secara
umum dapat diartikan bahwa tujuan hukum adalah arah atau sasaran yang hendak
7Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran,Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur’an. H. 78
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dicapai hukum dalam mengatur masyarakat.Dalam banyak buku tentang Ilmu
Hukum, pembahasan mengenai tujuan hukum sering dipisahkan dari pembahasan
tentang fungsi hukum.
Hal seperti ini menurut Achmad Ali kurang tepat, sebab bagaimana pun
pertalian antara tujuan hukum dengan fungsi hukum adalah suatu pertalian yang
sangat erat.Yang pertama-tama yang perlu diketahui, tentu saja adalah tujuan
hukum, sebab hanya telah ditetapkannya apa yang menjadi tujuan dari hukum itu,
kita dapat menentukan pula fungsi yang harus dijalankan hukum agar dapat
mencapai tujuannya.8
Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan suatukajian dalam
bentuk penelitian tentang “Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak
Dibawah Umur Wilayah Hukum Polresta Jeneponto”.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Skripsiiniberjudul “Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh
Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Polresta Jeneponto”. Adapun fokus
penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana penerapan hukum
terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah
umur diwilayah polres Jeneponto.
Adapun deskripsi fokus yaitu :
8 Achmad Ali, Menguak Takbir Hukum, (Jakarta : Grafindo persada, 1997), h. 55
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1. Tindak Pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan melakukan atau tidak
melakukan  sesuatu  yang oleh  peraturan perundang-undangan
dinyatakan sebagai perbuatan yang terlarang  dan diancam dengan pidana.9
2. Anak yang berkonflikdenganhukum yang selanjutnyadisebutanakadalah
yang telahberumur 12 (duabelas) tahun, tetapibelumberumur 18
(delapanbelas) tahun yang didugamelakukantindakpidana.10
C.Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis
merumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu
lintas oleh anak di bawah umur ?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu
lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur ?
3. Bagaimana upaya dan peran aparat kepolisian dalam menanggulangi
pelangaran lalu lintas yang di lakukan anak dibawah umur ?
D. Kajian Pustaka
Dalam tinjauan ini penulis akan memberikan penjelasan tentang
keterkaitan antara masalah pokok yang akan diuji dengan beberapa teori yang
ada dalam literatur yang digunakan.
9Sastrawidjaja Sofjan,Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan
Peniadaan Pidana ( Jakarta : CV Armico, 2008 ),  h.115.
10Republik Indonesia , “Undang-UndangRI Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem
Peradilan Pidana Anak”, bab I, Pasal 1 angka 3.
12
Adapun masalah pokok yang penulis, angkat dalam skripsi ini yaitu
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Menurut
penulis, dari judul ini nampak beberapa masalah yang menarik dikaji lebih lanjut.
Efektivitas UU no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
raya terhadap kepemilikan surat izin mengemudi di kota Makassar (studi kasus
polres tabes Makassar), oleh Basuki Rahmat, Tahun 2011. Skripsi ini membahas
tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh polrestabes Makassar dalam
meningkatkan kepemilikan Sim di kota Makassar. Namun dalam karya ilmiah ini
berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan, yakni lokasi
penelitiannyakarena penelitian ini hanya difokuskan pada lingkup kerja Polres
jeneponto.11
Buku yang berjudul Polisi penjaga kehidupan, ditulis oleh Chryshnanda
DL, dalam buku ini membahas masalah-masalah implementasi polmas pada
fungsi lalu lintas, dan menjelskan tentang penegakan hukum dalam tindakan
kepolisian.
Buku yang berjudul Pidana dan pemidanaan, ditulis oleh Bambang
Waluyo, S.H. yang dalam salah satu bab pembahasannya menguraikan tentang
jenis pidana dan tindakan bagi anak nakal.
Warpami Suwadjoko dalam bukunya pengelolaan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. Pembahasanya begitu luas, dengan memadukan topik tradisional
11 Basuki Rahmat,”efektivitas uu no. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan
jalan raya terhadap kepemilikan surat izin mengemudi di kota Makassar (studi kasus polres tabes
Makassar), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2011.
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(tata guna lahan, transportasi umum). Akan tetapi, dalam buku tersebut tidak
membahas tentang pelanggaran lalu lintas secara rinci.
Dari sejumlah buku  yang penulis telah teliti antara lain: sytem sanksi
dalam hukum pidana (ide dasar dan implementasinya) oleh M. Sholehuddin.
Buku ini menjelaskan tentang sanksi pidana dan tindakan serta implementasinya
dalam produk legislativ juga membahas lebih mendalam bagaimana seharusnya
ke depan dalam menghadapi permasalahan yang beriorentasi pada perbuatan dan
pelaku, dimana stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana yang bersifat
penderitaan, tetapi juga tindakan yang secara relative lebih bermuatan
pendidikan. Buku tersebut belum menjelaskan tentang sanksi pidana terhadap
pelaku tindak kekerasan pada anak.
Sementara Rika Saraswati dalam bukunya yang berjudul “Hukum
Perlindungan Anak di Indonesia” menjelaskan tentang kondisi anak-anak di
Indonesia yang belum mendapatkan pemenuhan hak-haknya secara wajar
sebagaimana dalam konvensi hak anak yang telah diratifikasikan oleh bangsa
Indonesia. Juga menjelaskan kondisi anak-anak yang sering kali menjadi objek
kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Buku tersebut belum
menjelaskan tentang sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan anak.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berorientasi dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan
bertujuan untuk:
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a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang
menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di
bawah umur
b. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah
umur
c. Untuk mengetahui upaya dan peran aparat kepolisian dalam
menanggulangi pelangaran lalu lintas yang di lakukan anak
dibawah umur
2. Kegunaan Penelitian.
Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan akan menghasilkan
kegunaan sebagai berikut:
1. Kegunaan teoritis
a) Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk
mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
b) Untuk memberikan pengetahuan yangg lebih dalam
tentang aturan berlalu lintas oleh anak.
2. Kegunaan Praktis.
Dapat menambah wawasan mengetahui upaya-upaya
penanggulangan terhadap banyaknya penggunaan lalu





A. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas
Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan dijalan. Dalam
melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat
digunakan untuk menjadi pedoman masnyarakat dalam berlalu lintas, sehingga
pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah
dibuat, tetap saja pelanggaran Lalu Lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit
yang menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian
pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melangar tindak pidana yang lebih
ringan dari pada kejahatan.1 Oleh karena itu, apabila seseorang telah melanggar
suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, contohnya dalam hal
pelanggaran Lalu Lintas, maka kepadanya akan dikenal hukuman yang sesuai
dengan apa yang diperbuatnya.
Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu
lintas dan atau peraturan pelaksanaanya, baik yang dapat ataupun tidak dapat
menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.2
Pelanggaran Lalu Lintas ini tidak diatur pada KUHP akan tetapi ada yang
menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya dalam kealpaannya
menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaanya meyebabkan orang
lain luka berat (Pasal 360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan-
1Poerwadarminta Kamus Besar Bahasa Indonesia,( Jakarta: Balai Pustaka 2002), h.67
2Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, Fungsi Teknis
Lalu Lintas, (Semarang: kompetensi Utama, 2009), h. 6
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bangunan, trem kereta api, telegram, telepon, dan listrik sebagainya hancur atau
rusak (Pasal 409).3
Definisi dan pengertian tindak pidana pelanggaran lalu lintas menurut
Ramlan Naning, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pelanggaran
yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal 326, apabila ketentuan terseebut dilanggar, maka dikalifikasikan sebagai
pelanggaran.
Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam surat keputusan Mahkamah
Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik
Indonesia tanggal 23 desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang
diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu :
1. Klasifikasi pelanggaran ringan
2. Klasifikasi pelanggaran sedang
3. Klasifikasi jenis pelanggaran berat
Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) undang-undang Nomor
22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat diketahui jelas
mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran lalu lintas,
Antara lain: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 sampai dengan
Pasal 313.
3 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), h.23
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Jenis pelanggaran Lalu Lintas dan Jumlah Denda
Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan :
1. Tidak memiliki SIM
 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda
paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).
2. Memiliki SIM tidak dibawa saat razia
 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda
paling banyak Rp. 250 ribu (Pasal 288 ayat 2).
3. Kendaraan tidak dipasangi tanda nomor kendaraan
 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda
paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 280)
4. Motor tidak dipasangi spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur
kecepatan, dan knalpot.
 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda
paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1)
5. Mobil tidak pasang spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem,
kaca depan, bumber, penghapus kaca.
 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda
paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2)
6. Mobil yang tdak dilengkapi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrat,
pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.
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 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda
paling banyak Rp 250 ribu (Psal 278)
7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas.
 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda
paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1 )
8. Setiap pengendara yang melanggar batas kecepatan paling tinggi atau paling
rendah.
 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda
paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5)
9. Kendaraan tidak ada surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda
coba kendaraan bermotor.
 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda
paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1)
10. Pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak
mengenakan sabuk keselamatan.
 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda
paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289)
11. Pengendara dan penumpang motor tidak pakai helm standar.
 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda
paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 291 ayat 1)
12. Mengendarai kendaraan bermotor dijalan tanda menyalakan lampu uatama
pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 107
ayat (1)
20
 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau
denda paling banyak Rp 250 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)  (Pasal
293 ayat 1)
13. Mengendarai sepeda motor dijalan tanpa menyalakan lampu uatama pada
siang hari sebagamana dimaksud dalam pasal 107 ayat (2)
 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari
atau denda paling banyak Rp 100 (seratus ribu rupiah) (Pasal 293 ayat
2)
14. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau berbalik arah tanpa
memberi isyarat lampu.
 Dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp
250 ribu (Pasal 294)
a. Pengertian Pelanggaran
Untuk memberikan penjelasan mengenai pengertian pelanggaran lalu
lintas, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pengertian pelanggaran itu
sendiri dan maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pengertian pelanggaran
itu sendiri dan pengertian pelanggaran yang dikemukakan oleh beberapa sarjana
hukum. Dalam KUHP membagi tindak pidana atas kejahatan (misdrijve) dan
pelanggaran (overtredingen). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur
dalam buku II yaitu tentang kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam
dalam buku III yaitu tentamg pelanggaran. Dalam ilmu pengetahuan hukum
pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana,
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kejahatan dan pelanggaran, yaitu yang bersifat kualitatif dan yang bersifat
kuantitatif.
Menurut pandangan yang bersifat kualitatif. Artinya bahwa suatu perbuatan
dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur
sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan yang bersifat kuantitatif (recht
delicten), artinya suatu perbuatan di pandang sebagai perbuatan yang bertentangan
dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu
undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa
terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan.
Menurut JM Van Bemmelan yang dikutip Bambang Poernomo
menyatakan bahwa:
“Perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan
pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif yaitu kejahatan pada
umumnya diancam dengan hukuman lebih berat dari pada pelanggaran dan
dengan ini nampaknya didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan”.
“Pelanggaran adalah (politis-on recht) dan kejahatan adalah (crimieel-on recht).
Politi-on recht itu merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau
keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Crimineel-on recht itu
merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum”.4
Apabila hal ini dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dalam praktek
sehari-hari- dmana pemberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran ternyata memang
pada umumnya lebih ringan dari pada sanksi pelaku kejahatan. Wirjono
4Mr. J. M. Van Bemmelen, Hukum Pidana I, (Bandung:Bina Cipta, 1987), h. 2-3
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Prodjodikoro juga memberikan pendapatnya mengenai pelanggaran yang
menyatakan bahwa : Pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu
dan berhungan dengan hukum, berarti tidak lebih dari pada perbuatan melanggar
hukum.
Dari beberapa pengertian pelanggaran tersebut diatas dapat disimpulkan
bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut :
a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.
b. Menimbulkan akibat hukum, jadi harus mempertanggung jawabkan
perbuatan tersebut.5
Beberapa bentuk pelanggaran lalu lintas serta ketentuan pidana dalam
Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :
1) Setiap pengendara bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp.
1.000.000 (Pasal 261)
2) Setiap pengendara bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat
menunjukkan saat razia, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 228 ayat 2)
3) Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan
tanda nomor kendaraan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2
bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 282)
4) Setiap pengendara sepeda motor yang tidak dilengkapi kelayakan
kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur
5Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), h.
47
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kecepatan, dan knalpot. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 285 ayat 1)
5) Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi perlengkapan berupa ban
cadangan, segitiga pengaman, dongkrat, pembuka roda, dan perlengkapan
pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 278)
6) Setiap pengendara sepeda motor yang tidak dilengkapi kelayakan
kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu mundur, lampu rem,
klakson, pengukur kecepatan, kaca depan, bumber dipidana, dengan
pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.
500.000 (Pasal 285 ayat 2)
7) Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan
pidana kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 287
ayat 1)
8) Setiap pengendara yang melanggar aturan batas aturan batas kecepatan
paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 287 ayat 5)
9) Setiap pengendara yang tidak memiliki surat tanda kendaraan bermotor
(STNK) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda
paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 288 ayat 1)
10) Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi
mobil tidak mengenakan sabuk pengaman dipidana dengan pidana
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kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000
(Pasal 289)
11) Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tidak mengenakan
helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 291)
12) Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa
memberi isyarat lampu, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 294).
b. Pengertian Kepolisian
Kata polisi berasal dari kata Yunani yaitu Polis. Kata ini pada mulanya
dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota
Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk
menyebut semua usaha kota. Oleh Karena pada jaman itu kota-kota merupakan
negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga polis, maka polis diartikan sebagai
semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keamanan.6
Didalam perkembangannya, sesudah pertengahan Masehi agama Kristus
mendapat kemajuan dan berkembang sangat luas. Maka semakin lama urusan
dan kegiatan agama menjadi semakin banyak, sehingga mempunyai urusan
khusus dan perlu diselenggarakan secara khusus pula, akhirnya urusan agama
dikeluarkan dari usaha polis (polis Negara/kota).
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata polisi adalah suatu
badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap
6AndiMunwarman,SejarahSingkatPOLRI.http://www.HukumOline.com/hg/narasi/2004/0
4/21/nrs,20040421-01, id. Html. (diakses 27 Maret 2017)
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orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintahan
(pengawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). 7
Para cendikiawan di bidang Kepolisian menyimpulkan bahwa dalam kata
polisi terdapat 3 pengertian, yaitu :
1. Polisi sebagai fungsi
2. Polisi sebagai orang kenegaraan
3. Polisi sebagai pejabat / tugas
Menurut Pasal 2 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang
kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi POLRI adalah:8
“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di
bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masnyarakat, penegakan
hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masnyarakat”.
Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib
memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :
1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak
hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani
permasalahan masnyarakat yang bersifat diskresi, karena belum
diatur dalam hukum
7Poerwagarnminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia ,(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 34
8Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
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3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan
masnyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa
untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masnyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan
daripada penindakan (represif) kepada masnyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas intansi lain agar tidak
menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani
oleh instansi yang membidangi.9
Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia diatur juga tentang tujuan dari POLRI yaitu :
“ Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan
keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan
ketertiban masnyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masnyarakat, serta
terbinanya ketenteraman masnyarakat dengan menjunjung tinggi hak
asasi manusia”.
Kedudukan POLRI sekarang berada di bawah Presiden menurut Pasal 8
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan :
1. Kepolisian Negara Republik Indoneia berada di bawah Presiden.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh KAPOLRI
yang pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal ini mengenai tugas dan wewenang POLRI di atur dalam Bab III
mulai pasal 13 sampai 14, yang berbunyi :
9Bisri Ilham, Sistem Hukum Indonesia , (Jakarta : Grafindo persada, 1998), h. 32
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Pasal 13:
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah
a) Memelihara Keamanan dan ketertiban masnyarakat;
b) Menegakkan hukum; dan
c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masnyarakat.
Pasal 14 :
1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan ptroli
terhadap kegiatan masnyarakat dan pemerintah sesuai
kebutuhan;
b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan ;
c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi
masnyarakat, kesadaran hukum masnyarakat serta ketaatan
warga masnyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan;
d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis
terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan
bentuk-bentuk pengaman swakarsa;
g) Melakukan penyelidikan dan penyedikan terhadap semua tindak
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan
perundang-undangan lainnya;
h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran
kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk
kepentingan tugas kepolisian;
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i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana
termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia.
j) Melayani kepentingan warga masnyarakat untuk sementara
sebelum ditanda tangani oleh instansi dan atau pihak yang
berwenang
k) Memberikan pelayanan kepada masnyarakat sesuai dengan
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta
l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
2) Tata cara pelaksaan ketentuan sebagimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah,
Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang POLRI adalah :
Kami polisi Indonesia :
a) Berbakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh ketaqwaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
b) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam
menagakkan hukum Negara kesatuan Republik Indonesia yang
Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
c) Senantiasa Melindungi, mengayomi dan Melayani masnyarakat
dengan Keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan
ketertiban.10
Tugas dan wewenang polisi ini harus dapat dijalankan dengan baik agar
tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal dari undang-undang Kepolisian
yaitu untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman
masnyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya
10Suprianto,TugasPolisi(online),http://peperonity.com/go/sites/mview/susprianto/1532
4663. Di akses pada tanggal 13 Maret 2017.
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fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan
menjunjung fungsi hak asasi manusia.
B. Tinjauan Mengenai Anak Sebagai Pelaku Dari Tindak Pidana
1. Definisi anak.
Anak kini bukan saja hanya menjadi korban dari suatu tindak pidana
namun anak dapat menjadi pelaku dari suatu tindak pidana. Sebelum membahas
lebih lanjut tentang anak sebagai pelaku dari tindak pidana, terlebih dahulu
diuraikan pengertian dari anak itu sendiri.
a. Berdasarkan KUHP dan KUHPerdata.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 72
memberikan batasan umur seorang anak hanya 16 (enam belas) tahun dan Pasal
283 ayat (1) yang memberikan batasan mengenai umur anak adalah belum
mencapai 17 (tujuh belas) tahun, sementara Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata), mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum
mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin
dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang
Kesejahteraan Anak.
Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.11
c. Berdasarkan  Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang
perlindungan anak.
Pasal 1 angka 1 menyatakan bahawa “anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
11 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979  tentang Kesejahteraan
Anak, bab I, Pasal 1 angka 2.
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Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-
undang tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika
memenuhi syarat sebagai berikut:12
1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
Frasa “Belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam pasal 1 angka 1 Undang-
undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23
tahun 2002 tentang perlindungan anak sama dengan frasa “dibawah umur 18
(delapan belas) dalam pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak anak yang telah
diratifikasi dengan UU Nomor 5 tahun 1998.
2) Termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Untuk memberikan arti dari frasa “Termasuk anak yang masih dalam kandungan”
dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang
perlindungan anak agar dikaitkan dengan pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan
bahwa “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai
telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya”.
d. Berdasarkan Konvensi  Hak-Hak anak
Pasal 1 konvensi Hak-hak anak menyatakan bahwa “untuk tujuan-tujuan
konvensi ini maka, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18
(delapan belas) tahun, kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak,
kedewasaan dicapai lebih awal”.
Konvensi Hak-hak anak (Convention On The Rights of the Child),
Resolusi Nomor 109 tahun 1990 yang diratifikasi dengan keputusan presiden RI
Nomor 36 tahun 1990 dan dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya
Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
12R.Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Jakarta: sinar grafika, 2016), h.
12.
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e. Berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.
Pasal 1 angka 1 bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam
Undang-undang nomor 11 tahun 2012 adalah sistem mengenai proses
penyelesaian perkara”anak yang berhadapan dengan hukum”.
“Anak yang berhadapan dengan hukum” yang dimaksud oleh Undang-
undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas :
1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah
anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1
angka 3)
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak
korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang
disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4)
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidanayang selanjutnya disebut anak saksi
adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu  parker pidana yang
didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).13
Menurut penulis, frasa “anak yang berhadapan dengan hukum” dalam
Pasal 1 angka 2 diambil dari  ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal berikut :
1. Pasal 59 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,
menyebutkan :
13 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, bab I, Pasal 1 angka 2
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“Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi
darurat, anak yang berhadapan dengan hukum dan seterusnya”.
2. Pasal 64 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,
menyebutkan Ayat (1): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan
dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang
berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan
kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ayat (2):
Perlindungan khusus  bagi anak yang berhadapan dengan hukum
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak
anak;
b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
e. Pemantauan dan pencatat terus-menerus terhadap perkembangan anak yang
berhadapan dengan hukum;
f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orangtua atau
keluarga;dan
g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan unutk
menghindari labelisasi.14
Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 tersebut dapat ketahui
bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (
dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga
14 Wiyono.R, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, h.15.
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melakukan tindak pidana”. Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan anak
dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang memenuhi syarat
sebagai berikut:
a. Telah berumur 12 ( dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas)
tahun
b. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana15
Lebih lanjut mengenai pengertian anak sebagai pelaku tindak pidana,
berikut akan diuraikan pengertian tentang pelaku tindak pidana. Pelaku tindak
pidana  adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum
(peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang
terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka
yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan ataupun membujuk seseorang
agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.
C. Tugas dan fungsi polisi Di bidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi wewenang
dibidang lalu lintas dan karenanya merupakan spesifikasi dari tangan polisi pada
umumnya. “karena kepada polisi lalu lintas diberikan tugas yang khusus ini
maka diperlukan kecakapan teknis yang khusus pula, akan tetapi, walaupun
demikian hal ini tidaklah menghilangkan atau mengurangi tugas pokok yang
dibebankan kepada setiap anggota POLRI. Karena itu berhadapan keadaan yang
dapat mengganggu keamanan dan ketertiban pada umumnya polisi lalu lintas
pun harus bertindak”.16
15Wiyono.R, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, h.16.
16H.S. Djajoesman, Jurnal, h. 50
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1. Tugas polisi lalu lintas
Polisi lalu lintas adalah bagian dari polisi kota dan mewujudkan susunan
pegawai-pegawai lalu lintas di jalan. Tugas polisi lalu lintas dapat di bagi dalam
dua golongan besar yaitu :
a). Operatif
1) Memeriksa kecelakaan lalu lintas
2) Mengatur lalu lintas
3) Menegakkan hukum lalu lintas
b). Administratif
1) Mengeluarkan surat izin mengemudi
2) Mengeluarkan surat tanda kendaraan bermotor membuat
statisfic/ grafik dan pengumpulan data yang berhubungan
dengan lalu lintas.17
2. Fungsi Polisi Di Bidang Lalu Lintas
Fungsi Kepolisian Bidang Lalu Lintas (fungsi LANTASPOL)
dilaksanakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang “meliputi:
a. Penegakkan hukum lalu lintas (Police Trafic Law Enforcement),
yang dapat bersifat preventif yaitu pengaturan, penjagaan, dan
patrol lalu lintas dan represif yaitu perindakan hukum terhadap
pelanggar lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
b. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (Police Trafic Education).
c. Enjinering lalu lintas (Police Trafic Enginering).
d. Registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaarn bermotor.
17http://ml/.scribd.com/doc/58869746/Tugas.polisi-lalu-lintas diakses pada tanggal 13
Maret 2017
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Dalam rangka penyelenggaraan fungsi LANTASPOL, tersebut polisi lalu
lintas berperan sebagai:
a. Aparat penegak hukum perundang-perundang lalu lintas dan
peraturan pelaksanaannya.
b. Aparat yang mempunyai wewenang Kepolisian Umum
c. Aparat penyidik kecelakaan lalu lintas
d. Penyelenggaraan registrasi dan identifikasi pengemudi dan
kendaran bermotor
e. Pengumpul dan pengeloladata tentang lalu lintas; unsur bantuan
pengelola data bantuan teknis melalui unit-unit patrol jalan raya.18
D. Fungsi Hukum Dalam Masyarakat
Apabila membicarakan masalah efaktif atau tidaknya suatu hukum dalam
arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran
diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak
dalam masnyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dibedakan antara 3 (tiga)
macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah mengenai pemberlakuan kaidah
hukum menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah bahwa:19
1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya
didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau bila
berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila
18Ramlan Nanang,Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak
Hukum Dalam LaluLintas, (Surabaya : Bina ilmu 1983), h. 26
19Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah, sosiologi hukum , (Jakarta: rajawali,1987), h.
23
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menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan
akibatnya.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut
efektif artinya kaidah tersebut dapat di paksakan berlakunya oleh
penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau
kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai
dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.
Jika ditelah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau efektifnya
suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan dengan hal
tersebut menurut Mustafa Abdullah bahwa agar suatu peraturan atau kaidah
hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi empat faktor yaitu:20
1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan
kaidah hukum atau peraturan tersebut
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut
Masalah berlakunya hukum sehingga dapat efektif di masyarakat termasuk
yang dibicarakan dalam skripsi ini yaitu efektifitas suatu peraturan daerah dalam
mendukung terwujudnya ketertiban dalam masnyarakat, maka ada 2 komponen
harus di perhatikan yaitu:
20Mustafa Abdullah, kesadaran hukum dan kepastihan hukum, (Jakarta: rajawali,1982),
h. 14
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1. Sejauh mana perubahan masnyarakat harus mendapatkan
penyusuaian oleh hukum atau dengan kata lain bagaimana hukum
menyusuaikan diri dengan perubahan masnyarakat.
2. Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masnyarakat
menuju suatu perubahan yang terencana, dalam hal ini hukum
berperan aktif atau dikenal dengan istilah sevagai fungsi hukum
sebagai alat rekayasa sosial.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut pendapat Hugo
Sinzheimer bahwa :21
“perubahan hukum senantiasa dirasakan perlu dimulai sejak adanya
kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta
hubungan-hubungan dalam masnyarakat, dengan hukum yang
mengaturnya. Bagaimanapun kaidah hukum tidak mungkin kita
lepaskan dari hal-hal yang berubah sedemikian rupa, tentu saja dituntut
perubahan hukum untuk menyesuaikan diri agar hukum masih efektif
dalam pengaturannya”.
Persoalan penyesuaian hukum terhadap perubahan yang terjadi dalam
masnyarakat adalah bagaiamana hukum tertulis dalam arti peraturan perundang-
undangan karena meski diingat bahwa kelemahan peraturan perundang-undangan
termasuk di dalamnya peraturan daerah adalah sifatnya statis dan kaku.
Dalam keadaan yang sangat mendesak, peraturan perundang-undangan
memang harus disesuaikan dengan perubahan masnyarakat, tetapi tidak meski
demikian sebab sebenarnya hukum tertulis atau perundang-undangan telah
mempunyai senjata ampuh untuk mengatasi terhadap kesenjangan tersebut,
21Achmad ali,Menguak Tabir Hukum, ( Jakarta : Chandra pratama, 1982), h. 203
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kesenjangan yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam suatu peraturan
perundang-undangan termasuk peraturan daerah diterapkan adanya sanksi bagi
mereka yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut.
E. Penegakan Hukum Di Indonesia
Menurut Immanuel Kant, Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang
dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan
kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang
kemerdekaan.22 Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.
Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan
hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi juga
karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar itu harus
ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah menjadikan kenyataan. Dalam
menegakkan hukum, ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yakni : kepastian
hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan keadilan
(gerechtigkeit).23
Soerjono menyatakan bahwa Penegakkan Hukum adalah mencakup proses
tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di siding pengadilan
negri, upaya hukum dan eksekusi. Selain itu penegakkan hukum juga
mengundang arti keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah
tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat
manusia, ketertiban dan ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan
22C.S.T.Kansil, pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,(Jakarta: Balai
Pustaka), h. 34
23Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Yogyakarta :PT Citra
Aditya Bhakti), h. 1
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Undang-Undang Dasar 1945. Penegakkan hukum yang dikaitkan dengan
perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah
penegakkan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai
salah satu sarana politik criminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang
sering pula dikenal dengan istilah “social defence”.24
Penegakan hukum juga merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-
nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap
dan mengejewantahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian
penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.
Tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait sangat erat
yaitu hukum dan aturannya sendiri.25
Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif.
Penegakkan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak
dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada
umumnya diberikan pada badan-badan ekslusif dan kepolisian. Penegakkan
hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih
juga terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum haruslah
ditegakka secara represif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas
yustisional. Penegakan hukum represif pada tingkatnya operasionalnya
(pelaksanaannya) didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organitoris
terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan
24Arief Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan
Hukum Pidana,  (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,1998), h. 11
25 Soerjono Soekanto, faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, (Jakarta
PT.Raja Grafindo Persada,1983), H. 3
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hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga
permasyarakatan.
Dalam penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatan atau
kegunaannya bagi masyarakat, sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan
masyarakat, jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum merugikan
masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan. Penegakan hukum
juga merupakan proses social yang melibatkan lingkungannya, oleh karena itu
penegakan hukum akan tertukar aksi dengan lingkungannya yang bias disebut
pertukaran aksi dengan unsur manusia. Social budaya, politik dan lain sebagainya,
jadi penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam kenyataan dan keadaan
yang terjadi dalam masyarakat.
Soerjono Soekanto membuat perincian faktor-faktor yang mempengaruhi
penegakan hukum sebagai berikut :
1. Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang
2. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni hasl karya, cipta dan rasanya yang
didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.26
kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh
karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari
26 Soerjono Soekanto, faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, (Jakarta
PT.Raja Grafindo Persada,1983), H. 54
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pada efektifitas penegakan hukum. Unsur-unsur yang terkait dalam menegakkan
hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya
dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan,
maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya. Asas
penegakkan hukum yang cepat, tepat. Sederhana dan biaya ringan, hingga saat ini
belum sepenuhnya mencapai sasaran dan biaya ringan, hingga saat ini belum
sepenuhnya mencapai sasaran seperti yang diharapkan masyarakat. Sejalan itu
pula masih banyak ditemui sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang
merugikan masyarakat maupun keluarga korban. Harud diakui pula bahwa banyak
anggota masyarakat yang masih sering melakukan hal-hal yang bertentangan
dengan ketentuan yang berlaku, contohnya yaitu mempengaruhi aparatur hukum
secara negative dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada proses
penegakan hukum yang bersangkuran, yang ditujukan kepada diri pribadi,
keluarga atau anak/kelompoknya.27





A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan
antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum
normatif sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam
peraturan perundang-undangan ( Law in book ) atau hukum yang dikonsepsikan
sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat
terhadap apa yang dianggap pantas. Law in book adalah hukum yang seharusnya
berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku
sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.
Sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian
hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti
bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam
penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode
penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.
Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada
di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.
2. Lokasi penelitian.
Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah suatu tempat atau wilayah
dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat atau lokasi penelitian
yang dipilih penulis di Kabupaten Jeneponto yaitu pada Polres Jeneponto. Alasan
memilih lokasi ini dikarenakan banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang




Pendekatan Yuridis (Statute approach).
Pendekatan yuridis yaitu suatu cara/metode yang digunakan berdasarkan
peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi dengan masalah yang
diteliti. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang diatur dalam Pasal 1 Angka 23
undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang
mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin
mengemudi”.
C. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan data
sekunder.
1. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan
penelitian lapangan yang dialakukan di Polres Jeneponto dengan
cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan langsung
kelapnagan dengan mengadakan wawancara dan Tanya jawab pada
informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas
dan didukung oleh data-data kualitatif
2. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian
kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari
bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang
erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk
menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui
library research dengan jalan menelah buku-buku, peraturan
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perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya
dengan judul skripsi ini.
D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah :
1. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi
dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan
makna dalam suatu topic tertentu.1
2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat
dokumen-dokumen bias berbentuk tulisan (peraturan dan
keputusan), gambar atau karya-karya yang monumental yang
bersangkutan.
E. Metode Pengolahan Analisis Data
Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu:
1. Reduksi data ialah proses mengubah data kedalam pola, focus,
kategori, atau pokok permasalahan tertentu.
2. Penyajian data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan
data dalam bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan
analisis.
1 Husaini Usman dkk, Metode Penelitian Sosial (Cet.V; Jakarta: PT BumiAksara, 2004),
h.58
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3. pengambilan kesimpulan ialah mencari kesimpulan atas data yang di
reduksi dan disajikan.
Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan
masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan
adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-
milihnya menjadi satuan yang dapat di kelolah, mensistensikannya, mencari dan
menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan
memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Deskripsi Fisik
Kabupaten Jeneponto adalah kabupaten yang secara astronomis terletak
antara 5°23°12” sampai 5°42°1,2” Lintang Selatan dan 119°29’12”-119°56’44,9”
Bujur Timur. Disebelah utara secara administratif berbatasan dengan Kabupaten
Bantaeng. Sedangkan disebelah barat dan selatan dibatasi oleh Kabupaten Takalar
dan Laut Flores.
Luas Wilayah Kabupaten Jeneponto tercatat 749,79 km² terdiri dari 11
kecamatan dan 113 wilayah desa/kelurahan. Jarak ibu kota Kabupaten Jeneponto
dengan ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan mencapai 95 km yang melalui
Kabupaten Takalar dan Kabupaten Gowa.1
2. Sejarah dan Pemerintahan
a. Sejarah
Penetapan Hari Jadi Jeneponto sebagai salah satu Kabupaten di Propinsi
Sulawesi Selatan merupakan waktu yang cukup panjang dan melibatkan banyak
tokoh di daerah ini. Kajian dan berbagai peristiwa penting melahirkan beberapa
versi mengenai waktu yang paling tepat untuk dijadikan sebagai hari jadi
1Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, Jeneponto dalam Angka 2015 (Jeneponto:
BAPPEDA, 2008), h.1
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Jeneponto. Kelahiran adalah suatu proses yang panjang, yang merupakan
momentum awal dan tercatatnya sebuah sejarah bangsa, Negara, dan Daerah.
Oleh karena itu, kelahiran tersebut memiliki makna yang sangat dalam bagi
peradaban manusia.
Jeneponto merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan, yang
terletak di bagian selatan, tumbuh dengan budaya dan peradaban tersendiri seiring
dengan perubahan dan perkembangan zaman. Menyadari perlunya kepastian akan
Hari Jadi Jeneponto, maka dilakukan beberapa upaya dengan melibatkan berbagai
elemen di daerah ini melalui seminar-seminar yang dilaksanakan secara terpadu.
Dari pemikiran yang berkembang dalam pelaksanaan seminar tersebut,
diharapkan bahwa kriteria yang paling tepat untuk menetapkan Hari Jadi
Jeneponto adalah berdasarkan pertimbangan historia, sosio-kultural, dan struktur
pemerintahan, baik pada masa pra dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia,
maupun pertimbangan eksistensi dan norma-norma serta symbol-simbol adat
istiadat yang dipegang teguh, dan dilestarikan oleh masnyarakat dalam
meneruskan pembangunan.
Selanjutnya, penelusuran tersebut menggunakan dua pendekatan yaitu tangal,
bulan, dan tahun menurut teks dan tanggal kejadiannya, serta pendekatan dengan
mengambil tanggal-tanggal, bulan-bulan maupun tahun-tahun yang mempunyai
makna-makna penting yang bertalian dengan lahirnya suatu daerah, yang dinggap
merupakan puncak kulminasi peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi.
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Adapun alternatif yang digunakan terhadap kedua pendekatan tersebut diatas
yaitu :2
Pertama:
a. November 1863, adalah tahun berpisahnya antara Bangkala dan
Binamu dengan Laikang, ini membuktikan jiwa ptriotisme Turatea
melakukan perlawanan yang sangat gigih terhadap pemerintah
Kolonial Belanda.
b. Tanggal 29 Mei 1929 adalah pengangkatan Raja Binamu. Tahun
itu mulai diangkat “Todo” sebagai lembaga adat yang refresentatif
mewakili masnyarakat.
c. Tanggal 1 Mei 1959, adalah berdasarkan Undang-undang No.29
Tahun 1959 menetapkan terbentuknya Daerah Tingkat II di
Sulawesi Selatan, dan terpisahnya Takalar dari Jeneponto.
Kedua:
a. Tanggal 1 Mei 1863, adalah bulan dimana Jeneponto menjalani
masa-masa yang sangat penting yaitu dilantiknya Karaeng
Binamu, yang diangkat secara demokratis oleh “Toddo Appaka”
sebagai lembaga representatif masnyarakat Turatea.
b. Mundurnya Karaeng Binamu dari tahta sebagai wijud perlawanan
terhadap pemerintah colonial Belanda.
2 Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, Jeneponto dalam Angka 2015 (Jeneponto:
BAPPEDA, 2008), h.4
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c. Lahirnya Undang-undang No. 29 Tahun 1959.
d. Diangkatnya kembali raja Binamu setelah berhasil melawan
penjajah Belanda. Kemudian tahun 1863, adalah tahun yang
bersejarah yaitu lahirnya Afdeling Negeri-negeri Turatea setelah
diturunkan oleh pemerinah Belanda dan keluarga Laikang sebagai
konfederasi Binamu.
e. Tanggal 20 Mei 1946, adalah simbol patriotisme Raja Binamu
(Mattewakkang Dg Raja) yang meletakkan jabatan sebagai raja
yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda.
Dengan demikian penetapan Hari Jadi Jeneponto yang disepakati oleh pakar
pemerhati sejarah, peneliti, sesepuh dan tokoh masnyarakat Jeneponto, dari
seminar Hari jadi Jeneponto yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 21
Agustus 2002 di Gedung Sipitangarri, dianggap sangat tepat, dan merupakan
keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan berbagai kesimpulan
di atas, maka Hari jadi Jeneponto ditetapkan pada tanggal 1 Mei 1863, dan
dilakukan dalam peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2003
tanggal 25 April.
b. Pemerintahan
Pemerintah daerah kabupaten Jeneponto mencakup 113 desa/kelurahan
dengan rincian 82 desa dan 31 kelurahan. Di tinjau dari tingkat perkembangan
desa/kelurahan, kondisi yang banyak dijumpai yaitu kondisi berkembang
sebanyak 32 desa/kelurahan. Menyusul kondisi lamban berkembang sebanyak 56
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desa/kelurahan, Dan kurang berkembang sebanyak 21 desa/kelurahan. Serta cepat
berkembang sebanyak 4 desa/kelurahan.
Pada tahun 2007 anggota DPRD Kabupaten Jeneponto sebanyak 35 orang
yang terdiri dari fraksi p.golkar sebanyak 14 kursi, fraksi ppp sebanyak 5 orang
dan fraksi Amanat Bersatu sebanyaknya 16 orang.
No.
Nama Kecamatan Desa Kelurahan Jumlah
1 Bangkala 10 4 14
2 Bangkala Barat 7 1 8
3 Tamalatea 6 6 12
4 Bontoramba 11 1 12
5 Binamu 1 12 13
6 Turatea 11 - 11
7 Batang 4 2 6
8 Arungkeke 7 - 7
9 Taroang 8 - 8
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10 Kelara 5 5 10
11 Rumbia - 12 12
Kabupaten Jeneponto 82 31 113
Tabel 1. Banyaknya Desa/Kelurahan tiap Kecamatan di Kabupaten Jeneponto3
3. Keadaan Topografi
Kondisi topografi tanah wilayah Kabupaten Jeneponto pada umumnya
memiliki permukaan yang sifatnya bervariasi ini terlihat pada bagian utara yang
terdiri dari daratan tinggi dan bukit yang membentang dari barat ke timur dengan
ketinggian antara 500-1400 m dari permukaan laut. Pada bagian selatan meliputi
wilayah-wilayah dataran rendahnya dengan ketinggian 0-150 m dari permukaan
laut. Wilayah dataran tinggi pada bagian utara merupakan potensi untuk
mengembangkan tanaman holtikultura, sedangkan wilayah dataran rendah pada
bagian selatan merupakan potensi pengembangan ekosistem pantai dan sumber
daya alam kelautan dan perikanan, serta wilayah dengan ketinggian sedang pada
bagian tengah merupakan potensi untuk pengembangan perkebunan dan tanaman
jangka menegah/pendek.
3 Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, Jeneponto dalam Angka 20015 (Jeneponto:
BAPPEDA, 2008), H. 15
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4. Keadaan Iklim
Kabupaten Jeneponto memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim
kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan November sampai bulan april,
sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan mei sampai bulan oktober.
Kabupaten Jeneponto beriklim tropis dengan tipe iklim D3, E4 dan C2. Dengan
rincian sebagai berikut: (1) tipe iklim D3 dan E4 meliputi seluruh wilayah
kecamatan, kecuali wilayah kecamatan kelara bagian utara. Tipe iklim ini
mempunyai bulan kering secara keseluruhan 5-6 bulan sedangkan bulan basah
berkisar 1-3 bulan. (2) tipe iklim C2, yaitu tipe iklim yang memiliki bulan basah
5-6 bulan dan bulan lembab 2-4 bulan. Tipe iklim ini di jumpai pada ketinggian
700-1727 m dari permukaan laut. Yaitu pada kecamatan kelara dan rumbia.
Jumlah rata-rata curah hujan pertahun di kabupaten jeneponto selama lima tahun
terakhir mencapai 1.535 mm dengan rata-rata hujan dari 92 hari. Curah hujan
tertinggi jatuh pada bulan januari dan februari sedangkan curah hujan terendah
yakni pada bulan juli, agustus dan September.
B. Sejarah Singkat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan hal yang penting dalam
meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Sehingga negara merasa penting untuk
mengaturnya sesuai dengan perkembangan zaman agar terjaganya hak-hak warga
negara dalam kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Negara adalah sebuah organisasi sosial yang tertinggi yang memiliki 3 sifat
utama yaitu :
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1. Negara bersifat memaksa
2. Negara bersifat monopoli
3. Negara mencakup semua.
Ketika kita masuk ke dalam sebuah komunitas yang bernama negara maka
secara tidak langsung maupun langsung kita (individu sebagai warga negara,pen)
menyerahkan hak kita seluruhnya kepada negara kemudian dengan regulasinya
menyalurkan garis miring memberikan hak-hak itu kembali kepada kita bersamaan
munculnya kewajiban kita terhadap negara.
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat
masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus berbulat dengan angkutan jalan dengan
bermacam-macam kepentingan. Oleh karena itu disni warga negara butuh agar
hak-hak mereka dalam berlalu lintas dijamin dan dilindungi oleh negara. Negara
sebagai sebuah organisasi tertinggi dari masyarakat berkewajiban menjamin dan
melindungi hak-hak warga negaranya dijalan (LLAJ,pen).
Sejarah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah melewati berbagai
masa sejak dari masa pemerintahan belanda sampai pada era reformasi pada saat
ini. Lalu Lintas dan Angkutan Jalanpun telah melewat berbagai kondisi zaman
dibarengi dengan berbagai kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi
sampai perubahan pola tingkah laku masyarakat. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
ketika pada masa pemerintahan Hindia Belanda diatur dalam
Werverkeersordonnantie (Staatsblad 1933 Nomor 86). Perkembangan selanjutnya
Werverkeersordonnantie tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan dirubah lagi dalam
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Staatsblad 1940 No. 72. Kemudian Weverordinantei dirubah lagi setelah Indonesia
tepatnya pada tahun 1951 dengan UU No. 3 Tahun 1951 perubahan dan tambahan
Undang-undang lalu lintas jalan (Wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 no.
86)
Kemudian selang 15 Tahun kemudian dari berlakunya UU no. 15 tahun 1951
pemerintahan Indonesia mengatur lagi lalu lintas dan angkutan jalan kedalam
Undang-undang yang baru serta mencabut peraturan sebelumnya tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan. Maka lahirnya UU No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan yang pada waktu itu atas persetujuan bersama antara
presiden dan soekarno dengan DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong
Royong). Undang-undang No.3 Tahun 1965 ini bahwa ini adalah Undang-undang
pertama yang mengatur huruf besar LLAj di Indonesia setelah Indonesia merdeka.
Seiring dengan perkembangan zaman IPTEK pada 27 Tahun kemudian diatur
kembali LLAJ di Indonesia dengan Undang-undang yang baru yaitu Undang-
undang No. 14 Tahun 1992. Ada hal yang menarik dari UU no. 14 Tahun 1992 ini
bahwa Undang-undang ini sempat ditangguhkan selama setahun melalui PERPU
no 1 tahun 1992 yang disahkan menjadi Undang-undang No 22 Tahun 1992.
Sebagaimana yang terdapat dalam konsideran UU No. 22 Tahun 1992 poin C
dikatan bahwa
“bahwa seiring dengan tujuan yang diwujudkan sebagaimana tersebut diatas,
dan setelah mempertimbangkan segala sesuatu dengan seksama, maka untuk
menjaga agar pelaksanaannya dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya
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dipandang perlu untuk menangguhkan berlakunya Undang-undang tersebut guna
meberi waktu yang lebih cukup lagi untuk meningkatkan pemahaman, persiapan
dan kesiapan kegenap aparatur pemerintah yang bersangkutan serta masyarkat
pada umumnya mengenai Undang-undang tersebut”
Dengan lahirnya Undang=undang No. 22 tahun 1992 makanya UU no 14
tahun 1992 ditangguhkan pelaksaannya yang direncanakan pada 17 september
1992 menjadi 17 september 1993 karena berbagai pertimbangan dari pemerintah.
Selanjutkan UU mengenai LLAJ terakhir kali ditur diindonesia dengan
Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan jalan reformasi dan
semngat perubahan. Tertib lalu lintas adalah cermin dari kepribadian bangsa.
Jargon ini yang sering kita lihat dan dengarkan. Contoh nyata apabila anda melalui
Traffic ligt yang berada dipinggiran kota Medan yang mungkin tidak terjeda oleh
polisi lalu lintas maka keselamatan anda akan semakin terancam ketika anda
berhenti ketika lampu merah, hal ini terjadi karena hanya ada mematuhi lampu
merah yang menyala. Ini adalah realita di masyarakat kita bahwa kesadaran hukum
akan tertib lalu lintas akan rendah.
Hkum itu dibuat bukan untuk merepotkan masyarakat UU no 22 tahun 2009
dibuat bukan untuk merepotkan masyarakat tetapi dalam upaya melindungi
masnyarakat untuk menjamin dan melindungi hak warhga negara selama berada
dijalan. pemerintah dan masyarakat harusnya peka terhadap hal ini jangan setiap
hari kita mengingkari undang-undang yang telah dibuat walaupun itu hanya
maslah mikro tetapi seperti yang saya katakana diatas inilah yang menjadi wajah
Indonesia. Harus ada keseriusan mengenai hal ini. Karena LLAJ mengangkut hajat
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orang banyak, keselamatan waga negara dan hal yang lain yang memang harus
dilindungi dan dijamin untuk kepentingan bersama.
Struktur Organisasi Fungsi Satuan Lalu Lintas Jeneponto
Sumber Data: Polres Jeneponto, Tahun 2017
C. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang
dilakukan oleh anak dibawah umur di kota jeneponto.
Melakukan penelitian dengan cara membangikan kusioner di SMP di kota
Jeneponto terkait dengan masalah pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh
anak dibawah umur dikota Jeneponto. Adapun hasil penelitian yang dapat dilihat
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Siswa SMP 1 Jeneponto
Pertanyaan YA TIDAK
Apakah anda mengetahui adanya
peraturan lalu lintas
20 orang -
Apakah anda sudah mempunyai
SIM (surat izin mengemudi)
- 20 orang
apakah anda membawa kendaraan
ke sekolah
20 orang -
Apakah orang tua anda memberi
izin membawa kendaraan ke
sekolah
6 orang 14 orang
Apakah sekolah anda
membolehkan siswanya
membawa kendaraan ke sekolah
- 20 orang
Apakah anda sering melakukan
pelanggaran lalu lintas misalnya
tidak menggunakan helm atau
mengendarai lebih dari tiga orang
16 orang 4 orang
Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa tingkat pemahaman mengenai
peraturan Lalu Lintas cukup tinggi yaitu mencapai 100% artinya peraturan Lalu
Lintas tersosialisasikan dengan baik sehinga anak dibawah umur paham khususnya
ditingkat SMP 1 Jeneponto.
1. Dari 20 anak dibawah umur semuanya mengetahui adanya peraturan lalu
lintas.
2. Dari 20 anak dibawah umur semuanya tidak mempunyai SIM (Surat izin
mengemudi).
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3. Dari 20 anak dibawah umur 6 diantaranya diperbolehkan membawa
kendaraan ke sekolah selebihnya tidak diperbolehkan yaitu 14 orang
siswa.
4. Dari 20 anak dibawah umur semuanya mengatakan di sekolahnya tidak
diperbolehkan membawa kendaraan ke sekolah.
5. Dari 20 anak dibawah umur ada 16 orang yang pernah melanggar lalu
lintas yaitu tidak menggunakan helm dan mengendarai bermotor lebih dari
3 orang selebihnya tidak pernah yaitu 4 orang.
Melihat tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang
mempengaruhi pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur
yaitu adanya kebebasan dari orang tua membuat anak tersebut mengendarai
kendaraan padahal anak tersebut belum memenuhi persyaratan untuk berkendara.
Akan tetapi pengetahuan saja ternyata tidak cukup untuk menghentikan
seseorang untuk tidak melanggar, sebab berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa
20 orang siswa yang menjadi pengendara ternyata, semuanya atau 100% tidak
mempunyai SIM (surat izin mengemudi), lebih jauh lagi ternyata, keseluruhan
siswa tersebut menggunakan kendaraan roda dua ketika kesekolah. Hal ini
menunjukkan fakta belum semua responden telah melakukan pelanggaran Lalu
Lintas; yaitu mengendarai atau mengemudikan kendaraan tanpa memiliki SIM
(surat izin mengemudi), berbagai dasarnya dapat dilihat pada Undang-Undang
nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.
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Dalam penelitian melakukan wawancara kepada bapak Jalaluddin selaku
wakil kepala sekolah SMP 1 Jeneponto.4 Saya menanyakan pendapat guru
terhadap pelangaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur beliau
menjawab “terkadang orang tua tidak paham akan adanya peraturan Lalu Lintas
terhadap anak dibawah umur,dan juga adanya faktor lingkungan dimana anak
tersebut tinggal atau pergaulannya”.
Maka faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran Lalu Lintas yang
dilakukan oleh anak dibawah umur di kota Jeneponto yaitu:
1. Faktor keluarga
Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan,
mendewasakan, dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan
utama. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam
perkembangan anak. Peran keluarga sangat penting terhadap terjadinya pelangaran
lalu lintas yang dilakkan oleh anak dibawah umur. Alasannya bila orang tua tidak
membiarkan anaknya yang masih dibawah umur mengendarai sepeda motor maka
peluang pelanggaran Lalu Lintas tidak terjadi. dapat menyimpukan bahwa anak
sekolah berpotensi melakukan pelangaran Lalu Lintas tidak terlepas dari adanya
dukungan orang tua/keluarga, hal ini dapat dilihat ketika orang tua mengetahui
bahwa anaknya mampu mengendarai kendaraan bermotor di usia saat ini namun
tidak memberi pengawasan yang ketat terhadap anaknya untuk mengendarai
kendaraan bermotor.
4Bapak jalaluddin,Ka. SMP 1 Jeneponto.wawancara tgl 12 April 2017
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Dari sini dapat dilihat bahwa anak yang masih dibawah umur masih sangat
membutuhkan pengertian dan pengawasan dari keluarga karena dengan adanya
pengawasan dari keluarga maka si anak akan lebih terarah, selain itu keluarga
mempunyai peranan besar terhaap perkembangan anak itu sendiri, karena jika
orang tua tidak mendukung dan menfasilitasi, maka si anak tidak mungkin
membawa kendaraan dan melakukan pelangaran karena kurangnya pengetahuan
berlalu lintas.
2. Faktor pendidikan
Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa para anak, atau
dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, bak
pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Banyaknya menunjukkan
kurang berhasil sistem pendidikan disekolah-sekolah.
Perilaku dari anak itu sendiri yang kurang memahami aturan berlalu lintas dan
kurang pedulinya orang tua dan pihak sekolah. Dari data kusioner terlihat jelas
bahwa sekolah juga memiliki peran yang penting sehingga sekolah harusnya bias
lebih memberikan batasan kepada si anak bahwa dilarang membawa kendaraan ke
sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran sekolah juga tidak kalah penting
dalam hal memberikan izin untuk membawa kendaraan ke sekolah, dan dari pihak
keluarga juga mestinya mendukung dan ikut saling mengawasi perilaku anak
tersebut.
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3. Faktor pergaulan atau lingkungan anak
Harus disadari bahwa besar pengaruh lingkungan terhadap remaja, terutama
dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Anak menjadi
delikuen karena banyak di pengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang
semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan
perilaku yang buruk, sebagai produknya pada anak tadi suka melanggar peraturan,
norma social dan hukum normal. Para anak menjadi delikuen/jahat sebagai akibat
dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang
menekan dan memaksa sifatnya. Karena itu semakin luas anak bergaul semakin
intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lam pula proses
berlangsung asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan
anak tadi benar-benar menjadi nakal. Dalam hal ini peran orang tua untuk
menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya
sangat diperlukan. Perlu mendidik anak agar bersifat formal dan tegas supaya
mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan
yang kurang baik.
D. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang
dilakukan oleh anak dibawah umur.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap bapak
Ribi yang berpangkat sebagai KASAT LANTAS Polres Jeneponto, menurut
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beliau penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yag dilakukan oleh anak
dibawah umur yaitu sebagai berikut :5
1. Pembiaran terhadap pelanggaran
2. Penindakan yang tidak maksimal,
3. Penindakan maksimal
Seperti yang kita lihat wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa,
pertama: pembiaran terhadap pelanggaran lalu lintas. Hal yang sangat lumrah
menjadi pemandangan sehari-hari bahwa jumlah pelanggar lalu lintas sudah tidak
terhitung lagi. Para pelanggar tersebut sebagian besar tidak ditindak oleh polisi..
kedua: penindakan yang tidak maksimal. Ada beberapa alasan mengapa petugas
tidak maksimal terhadap pelaku pelanggar lalu lintas, yaitu kesalahan pelanggar
masih biasa dimaafkan, petugas mengambil keuntungan atas pelanggaran
tersebut. Ketiga: penindakan yang maksimal. Pada beberapa kasus polisi,
dilapangan berani mengambil tindakan tegas tersebut dilatarbelakangi oleh
beberapa faktor, yaitu : pelanggar terang-terangan, menyepelekan imbauan
petugas, perintah dari komandan bahwa semua pelanggar Lalu Lintas pada lokasi
dan tempat tertentu harus ditindak tegas (diberi hukuman maksimal).
Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus didasarkan pada
kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan
yang harus mempertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi anak. Hakim wajib
5 Bapak Ribi, Kasat Lantas Polres Jeneponto.wawancara tgl 10 April 2017
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mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan, dan
laporan pembimbing kemasyarakatan 6
Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak
pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Hal yang  demikian di
dasarkan pada pertimbangan sosiologis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua
belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang
belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat
dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Untuk menentukan apakah kepada
anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat
ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan;
keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan
antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Disamping itu hakim juga
memperhatikan laporan pembimbing kemasnyarakatan.
E. Upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas
yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
Mengenai pelanggaran Lalu Lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-
undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1
bahwa Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri
atas Lalu Lintas, angkutan jalan, jaringan Lalu Lintas dan angkutan jalan,
6Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Dengan Permasyarakatan, (Yongyakarta, 1986), h.
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prasarana Lalu Lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan,
serta pengelolaannya.
Pelanggaran Lalu Lintas masih kerap terjadi di kota Jeneponto ironisnya
pelanggaran justru dominan dilakukan siswa berseragam, minimnya pengetahuan
mereka tentang peraturan lalu lintas membuat mereka sering melakukan
pelanggaran dan juga umur mereka yang belum cukup untuk memiliki SIM (surat
izin mengemudi) yaitu salah satu syarat kelengkapan dalam berkendara.
Dalam hal upaya menanggulangi perilaku anak sekolah yang tidak taat dan
kadang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak cukup umur untuk
memiliki SIM (surat izin mengemudi), maka aparat dalam hal ini polisi Lalu
Lintas harus melakukan upaya-upaya. Seperti yang dikemukakan oleh E.H.
Sutherland dan Cressey ada dua metode yang digunakan yaitu:7
1. Upaya preventif
Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah
terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik
daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali,
sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk mempertbaiki
penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan
ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya
7Romli Atmasasmita, 1995, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, (Bandung Pt. Eresco,1994),
h.66
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preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan
ekonomi.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap bapak Ribi yang
menjabat sebagai KASAT LANTAS Polres Jeneponto, menurut beliau upaya
yang dialakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran Lalu Lintas
yag dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut :8
1. Melakukan sosiolisasi pemyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-
sekolah
2. Turut serta melaksanakan kegiatan sekolah, yaitu aparat kepolisian
yang menjadi Inspektur Upacara di sekolah-sekolah
3. Membudayakan siswa-siswi untuk menjadi patrol keamanan
sekolah
4. Meningkatkan pengetahuan tertib berlalu lintas dan lomba cerdas
cermat tentang lalu lintas
5. Penegakan hukumnya: melaksanakan penertiban kepada siswa-
siswi yang belum memenuhi persyaratan berkendara yang bekerja
sama dengan dinas pendidikan dan pihak sekolah.
Seperti yang kita lihat wawancara di atas maka dapat menyimpulkan bahwa
upaya yang disebutkan bapak Ribi termasuk upaya preventif karena sifatnya
preventif melalui ajakan, bimbingan dan arahan.
8 Bapak Ribi, Kasat Lantas Polres Jeneponto.wawancara tgl 10 April 2017
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2. Upaya represif
Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara
konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan
dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai
dengan perbuatan serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa
perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan
merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga
tidak akan melakukan mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.
Bila dalam upaya untuk pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak
dibawah umur dikota Jeneponto dengan cara preventif masih saja banyak
ditemukan pelanggaran-pelanggaran Lalu Lintas maka dalam hal ini aparat
kepolisian harus melakukan upaya represif untuk menindaki anak sekolah yang
melakukan pelanggaran agar ada efek jerah yang dirasakan oleh anak yang
melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu aparat
kepolisian melakukan :9
1. Tilang adalah bukti pelangaran. Fungsi tilang itu sendiri sebagai
undangan kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas
untuk menghadiri sidang dipengadilan negeri, serta sebagai alat
bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian
kepada si anak yang melanggar.
9 Bapak Ribi, Kasat Lantas Polres Jeneponto.wawancara tgl 10 April 2017
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2. Penyitaan dilakukan karena anak sekolah tersebut tidak
mempunyai SIM (surat izin mengemudi) melihat umur mereka
belum cukup untuk memiliki SIM.
3. Teguran dilakukan kepada anak yang melanggar lalu lintas tetapi
berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dengan cara
membuat surat prnyataan bahwa tertulis tidak akan melanggar lagi.
Adapun peranan aparat kepolisian terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang
dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu:
1. Melaksanakan kegiatan penertiban secara rutin dalam bentuk
oprasi di sekolah-sekolah
2. Memasang spanduk-spanduk himbauan tentang lalu lintas
3. Menyebarkan brosur-brosur tentang lalu lintas.
Bagaimana bentuk uapaya dan peranan yang dilakukan aparat kepolisian
dalam menanggulangi permaalahan pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh
anak dibawah umur dikota Jeneponto adalah cara aparat kepolisian untuk
meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas karena berdasarkan fakta yang






Dari hasil pembahasan dan analisa yang telah dikemukakan di atas, maka
disimpulkan sebagai berikut:
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelangaran lalu lintas yang dilakukan oleh
anak dibawah umur yaitu sabagai berikut :
a. Faktor keluarga: anak melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlepas
dari adanya dukungan orang tua/keluarga, semestinya mereka memberi
pengawasan terhadap anak untuk tidak membawa kendaraan bermotor.
b. Faktor pendidikan dan sekolah: sekolah memiliki peran yang sangat
penting, sehingga seharusnya sekolah memberi batasan kepada si anak dan
mealarang membawa kendaraan ke sekolah.
c. Faktor pergaulan atau Lingkungan Anak: pergaulan dan lingkungan
mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anak karena semakin
luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal dan akan
mendapatkan dampak yang buruk terhadap anak tersebut.
2. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang
dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu
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a. Pembiaran terhadap pelanggaran : Jumlah pelanggar lalu lintas sudah
tidak terhitung lagi. Para pelanggar tersebut sebagian besar tidak ditindak
oleh polisi.
b. Penindakan yang tidak maksimal : kesalahan pelanggar masih biasa
dimaafkan, petugas mengambil keuntungan atas pelanggaran tersebut.
c. Penindakan maksimal : pelanggar terang-terangan, menyepelekan
imbauan petugas, perintah dari komandan bahwa semua pelanggar Lalu
Lintas pada lokasi dan tempat tertentu harus ditindak tegas (diberi
hukuman maksimal).
3. Upaya dan peranan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam
menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah
umur yaitu :
a. Upaya preventif, upaya ini merupakan langkah awal yang diambil oleh
aparat kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas
yang dilakukan oleh anak sekolah, yaitu dengan cara melakukan
sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah , agar
mereka paham tentang berkendara baik dan benar.
b. Upaya represif, upaya ini diambil oleh aparat kepolisian untuk menindak
langsung anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan




1. Perlunya dilakukan penyulhan atau sosialisasi kepada anak sekolah yang
berkaitan dengan aturan-aturan lalu lintas agar tidak ada lagi kasus
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di kota
jeneponto dan tercipta tertib dalam berlalu lintas mengenai prosedur yang
safety dalam berlalu lintas.
2. Kiranya hakim yang menangani perkara anak dalam memutus perkara
terhadap anak dapat melihat kepentingan sang anak berdasarkan segi
keadilan dan kemanusiaan.
3. Peranan orang tua sangat penting di dalam perkembangan anak olehnya
itu orang tua seharusnya melakukan pengawasan yang lebih oleh anak
apabila mengendarai kendaraan dan memperhatikan segala kegiatan anak
terutama dalam suasana lingkungan yang berada disekitarnya. Selain itu
sangat perlu bagi orang tua memberikan wawasan kepada anak mengenai
berlalu lintas sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku.
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